
WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUl'-J20 I 0

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN

PERT ANGGUNGJA WABAN ANGGARAN PENDAPA TAN DAN BELANJA DESA(APBDESA)

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang

Mcngingat

a. bahwa lIntuk mclaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan

Pcmerintah NomoI' 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang
perlu untuk mcngatur tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan,
Perhitungan dan Penunggungjawaban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDcsa) ;

b, bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hllruf a, perlu menelapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman

Penyusunan, Peru bahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;

I, Undang-Unclang NomoI' I Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Repliblik Indonesia Tahlln 1992 Nomor 1992, Tambahan
Lembaran Negara Rcpliblik Indonesia NomoI' 3465 ) ;

2, Undang-Unclang NomoI' 10 Tahun 2004 ten tang Pembentllkan

Peraturan PeruncJang-unciangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NomoI' 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI' 4389);

3. Unclang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintah

Dae!'ah (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI'
125, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah dillbah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahll/1 2008 tentang Perubahan Kedlla



Menetapkan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 NomoI' 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI' 4844);

4. Peruturun Pemerintnh NomoI' 72 Tahun 2005 tentang Desa
( Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Ta~un 2005 NomoI' l,58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

5. Peraturan Pemerintah NomoI' 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomoI' 40,
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia NomoI' 4826);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri NomoI' 63 Tahun 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Administrasi Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 4 Tahoo 2007 tentang
PengeIoIaan Kekayaan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengcloinan Keuangan Desa;

@peraturan Oner"h Kota Denpasar NomoI' 5 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasl Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2007 NomoI' 5);

MEMUTUSKAN :

PERA TURAN WALIKOT A TENT ANG PEDOMAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN
PERTANGGUNGJAWAI3AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APBDESA).

GAB I
"

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kottl adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. ,Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya
disingkat APBD udalah rencuna keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan men gurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemer~ntahan Desa adalah penyelenggaraan uru~an
pemenntahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Pemus~awaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepe~tl~gan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat ls.tladat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur
pcnyelenggara pemerintahan Desa.

8. Kcpala Desa adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh
Walikota dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan
Budan Pcrmusyawaratan Desa.

9. Perangkat Dcsa ndulah pembantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewujibannya.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur pcnyelenggara pemerintahan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemcrintahan Desa yang dapat dinilai dengan
\.lung termasuk diclalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dun kewajiban Desa tersebut.

12. Sumber Penclapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang
berasal .dari pcnduputan asH Desa, bagi hasil Pajak dan
Rctribu'si, bagian dnri duna perimbangan keuangan pusat dan
c1aerah yang diterima olah Kota, bantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, hibah dan sumbangan

duri pihak ketiga.

13. Anggaran Pcnc1apatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut API) Desa adalah rencana keuangan tahunan

pcmerintahan Dcsu yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pcmerintah Desa dun BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

14. Xeuangan Dcsa adulah sem(Ul hak dan kewajiban ~a~a~ rangka

pcnyelenggaraan pemerintl.lhUl1desa yang dapat dlmim dengan
uang termasuk didalamnya segaia bentuk kekayaan yang
bel'hubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut:

IS. Pengelolaan Keuangan Desa udalah keseluruhan keglatan yang
mcliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.



16. Pemegang Kekuasaun Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

18. Bendahara adalah perangkat des a yang ditunjuk oleh Kepala
Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDES.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan
desa untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang
selanjutnyn disebul Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDesa) adnlah hasil musyawarah masyarakat desa tentang
program dan kegialan yang ukan dilaksanakan untuk periode 1
(salu) tahun.

21. Rencana Kelja dan Anggal'an yaung selanjutnya disingk~
adalah dokumen pel'encanaan dan penganggaran yang bensi

~aI:}~lanja kegialun Desa sebagai dasar penyusunan
APBDesa.

BAB II

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBDESA

Bagian Kesalu
Azas Umum APBDesa

Pasal 2

(1) APBDesa dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel,
partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.

(2) 'f)engelolaan i\PBDesa sebugaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1

-
Januari sampai dengan 31 Desember.-

Bagian Kedua
Slruktur APBDesa

Pasnl3

(1) i\PI3Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :



a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalum 1 (satu) tahun .anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh desa.

(3) Pendapatan desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas :

a. pendapatan usli desa (PADes); v
b. bagi hasil pajak kota
c. bagian dari retribusi kota
d. alokasi Dana Desa (ADD);
e. bantuan keuangun dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kota dan desa lainnya;
f. hibah; dan

g, sumbangan pihak ketiga.

(4) Belanja des'l scbaguimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
l11eliputj sel11l1a pcngeluaran dari rekening des a yang
mel'llpakan kcwaj iblln elesa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
ticlak akan dipcroleh pembayarannya kembali oleh desa.

(5) Belanja clcsa sebagaimana dimaksud pacla ayat (4) terdiri dari :
a. belanja langslIng; dan
b, belanja tic\ak lungsung.

(6) 13~lanja langsung scbagaimana dimaksucl paela ayat (5) huruf a
tcrd iri dari :

a. belunja pegawai;

b, belanja barang dun jasa; dan
c. belanja modal.

(7) J3danja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b terdiri dari :

a, bclanja pegawai/penghasilan letap;

b. belanja subsidi;

c. belanja hibah;
d, belanja banlllun sosial;
~. belanja bantuan kcuangan; dan
r. belanja tak tcrdllga.

(8) Pcmbiayaan dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
C, melipllti Sel11UHpenerimaun yang perlu dibayar kembali



dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pad a tahun-tahun
anggaran berikutnya.

(9) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri
dari :

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(10) Pt:ncrimaan pembiayafln sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
hLll'uf a, mencakllP :
a. sisn lebih perhitungan anggaran (SiLP A) tahun

sebeillmnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
d. penerimaan pinjamun.

(11) Pengeluaran pembiuyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
huruf b, mencakup :
a. pembentllkan cluna cadangan;
b. penyertaan modal clesa; dan
c. pen}~ayaran ulang.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

Bagian Kesatu
RPJMDesa dun RKP Desa

Pased 4

(1) RPJMDcsa unluk jungka wuktu 5 (lima) tahun merupakan

pcnjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.

(2) Setelah berakhir jangka waktu RPJM Desa, Kepala Desa
terpilih menyusun kembali RPJM Desa untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.

(3) RPJMDesa scbagaimana dimuksud pad a ayat (1) ditetapkan
pal ing lambat 3 (tiga) bulan setelah clilantik.



Pasal5

(1) Kepala Dcsa bcrsama BPD menyusun RKPDesa yang
merllpakan pcnjaburan duri RPJMDesa berdasarkan hasil
musyawarah rcncana pembangunan desa.

(2) Penyusllllan RKPDesa diselesuikan paling lambat akhir bul~n
Januari tuhun anggal'an sebelumnya.

(3) Kepala Desa bcrsnmu DPD menyusun RKA Desa yang
didasari atas RKP Dcsa sesuai dengan skala prioritas.

Bagian Kcdua -________..

Penetaj)an Rancang~~
Pasnl 6

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berclasarkun padu RKPDesa.

(2) Sekretaris Desa l11~nyal11paikan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh
persetujuan.

(3) Kepala Desa mcnyumpaikun Rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk
dibahas bersama dalum rangka memperoleh persetujuan
bersama.

(4) Pcnyampaian rancangan peraturan dcsa sebagaimana dimaksud
ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November tahun
anggaran sebeilimnya.

(5) Pcmbahasan scbaguimnna dimakslId pad a ayat (3), menitik
bcratkaIl kepada kescsuaian dengan RKPDesa.

(6) Rancangan Peralu/'Hn Desa tentallg APBDesa yang telah
disetlljui bersama sebellim ditetapkan oleh Kepala Desa
scbugaimana dil11ukslid pada ayat (3), paling lambat 3 '(tiga)
hari kerja disampaikan kepada Walikota untuk diverifikasi.

(7) Rancangan Peratlll'an Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu ) bulan
setelah APBD Kota ditetapkan.



Bagian Ketiga
Verifikasi Rancangan APBDesa

Pasal 7

(1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) harus
menetapkan Veri fikasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa paling lama 20 (dua p\.lluh ) hari. kerja. '0

(2) Apabila hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mel~mp\.li butas wal~tu dimaksud. Kepala Desa dapat
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa.

(3) Oalam hal Walikottl menyatakan hasH verifikasib Rancangan
Peraturan Oestl ten tung APBDesa tidak sesuai dengan
kepentingan llmllm dan peraturan perundang-undangan yang
Icbih tinggi, Kepalu Desa bersama dengan BPD melakukan

pcnyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
ditcrimanya hasil cvuluusi.

f~ : \4a '} epp· (4) Apabila hasil vcrikasi lidak dilindaklanjuli oleh Kepala Desa
~ ~ dan BPO, dan Kcpula Oesa tetap menetapkan Rancangan

t~ ~ Peraturan Desa tcntang APBOesa menjadi Peraturan Oesa,t o',--.W iJ.1 --7 U~ fW~' r' 0 Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan sekaligusr' ~f1 ~ menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran
~cbelumnya.

(5) Pcmbatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu
tuhun anggaran sebeillmnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) c1itetapkan dcngan Peraturan Walikota.

(6) Paling lama 7 (tujllh) had kerja setelah pembatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus
memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya
Kcpala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa
dimakslldo

\)~

~ ~'rC{11 ~ [~~ql? R-pa& ~ .
%cJ~ ~(t ~ P-PBD Ic....h ~~ ~r~
!rPW g'~ Po-VO LwFU~ 0

f~t111

(7) Pcncablltan peralurun Desa sebagaimanu dimaksud pada ayat

?lM{ ~ )f1tr~ot\~ 0 (6) dilakukan dellgt1n Peratllran Desu tentang Pencabutan
~ ~ ~ 0 ~,~ 0 Pcraturan Desa tentnng APBDesa.

Pf 0 '-[ • ....---. ~ (8) Pclaksanaan pcngeluaran atas pagu APBDesa tahun
f ~ sebeilimnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

,~ OU/l.l t).e%v- ~ •.. :~ dengan Keplltllsan Kepala Desa.
:1 ~ I f Y-V(f ~ 0

~ v~ <f ~ 0 ~fY-

rUj~an ~ClJ411

_ ~I~ A~(l;p~ ~?



Bagian Kecmpat
Pclaksannan APBDesa

Paragraf I
~ Azas Umllm PclClksanaan APBDesa

Pasal 8

(1) Semlla pcnerimaan dan pcngeluaran desa dalam rangk,
pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam
API3Desa.

(2) Pemcrintah desa wajib melaksanakun pemungutan dan/atau
pcnerimaan berclasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam
pcraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan desn

ml.:mbiayai pengell~an k
pcrundang -unci angan.

(4) Penerimaan desa bCrLlpa uang atau eek harus disetor ke
rekening kas desa puling lama 1 ( satu ) hari kerja.

(5) lumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan
batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja desa.

(6) Pengeluaran desa tidak dapat dibebankan pada anggaran
belanja j ika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia at au tidak
cukup tersedia dalam APBDesa.

(7) Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak

mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan
pcrundang-undangan.

(8) Pcngeluarun scbagaimana dimaksud pad a ayat (6) dapat
dilakukan jika dalmn keadaan darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam runcangan perubahan APBDesa danJatau

disampaikan c1alam laporan I'ealisasi anggaran.

(9) Kriteria keadaan clarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
ditetapkan sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.

(10) Pt:merintah desa <.Iilarnng melakukan pengeluaran atas beban

anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBDesa.



(11) Kepala Desa dan aparat dcsa dilarang melakukan kegiataI
perdagangun, pekeljuan pemborongan, dan penjualan jasa ata\
bertindak sebagai pcnjamin at as kegiatanlpekerjaanlpenjualar
yang berkaitan dengan pcmerintah desa dan kekayaan milil
desa.

Paragrnf2
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Pasal9

(1) Semua pcndapatan desu dilaksanakan melalui rekening ka~
desa.

(2) Setiap pendapalnn dcsa sebagaimana dimaksud pacta ayat (1;
harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan

desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

(4) ~~cl11erinlah desa c1ilarang melakukan pungutan selain yang
dilelapkan dalam Peraturan Desa.

(5) Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama
dan oalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secnra langsllng sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar,

hibah, aSll1'ansi, danlatau pengadaan barang dan jasa termasuk
pcndapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai
akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta
pcndapatan des a dad hasil pemanfaatan kekayaan milik desa
alas kegiatan lainnyu merupakun pendaputan desa.

(6) Pl.:ngembalian alas kelebihan pendapatan desa dilakukan

dcngan membeballkan pada pendapatan desa yang

bcrsangklltan llnluk pl.:ngembulian pendapatan desa yang
tcrjadi c1alam tahun yang samu.

(7) Untuk pt:ngembaliull kdebihan pendapatan des a yang terjadi
pacta tahun anggarun sebelumnya dibebankan pada belanja
tidak terduga.

(8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat

(7) harlls didllkung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(9) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas
desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.



Paragraf 3
Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

Pasal 10

(I) Sctiup pengeluaran belanju atuu be ban APBDesa harus
c\idllkung dengan bllkti yang lengkap dan -sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pcngesahan oleh Sekrctaris Desa atas kebenaran material yang
timbul dari penggllnaan bukti dimaksud.

(3) I\.:ngeillaran kas dcsa yang mengakibatkan beban APBDesa

tidak dapat dilakllkan sebelum rancungan Peraturan Desa ~ 9{*(~Jc

tcnlang APBDcsa ditetupkan menjadi Peraturan Desa. ~ ~~~

(4) Pengeluaran kas dcsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ~tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan ~ 0

belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Desa.

(5) Belanja desa yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merllpakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harlls dialokasikan oleh pemerintah desa dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun

anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja
barang dan jasa.

(6) Bclanja dcsa yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pcmenllhnn penclanaan pelayanan dasar masyarakat an tara lain

pl;;nclidikan clan kcsehatan dan/atau melaksanakan kewajiban

kepacla pihak kctiga.

(7) Pemberian slibsidi. hibah, bantuan sosial, dan bantuan
kCllangan c1ilaksanakan atas persetujuan Kepala Desa.

(8) Pcnerima subsidi, Ilibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan

bcrtanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa

yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan

pcrtangglll1gjawaban penggunaannya kepada Kepala Desa.

(9) Tata dua pcmberian clan pertanggungjawaban subsidi,
hibah,bantuan SOSilll, dan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pad a ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan
KeplltLlsan Kepala Desa.



(1 0) Pengelu~ran anggarun belanja tidak terduga yang dianggarkan
dulnm APBDesa untuk mendanai tanggap darurat;
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial,
tcrmasuk pengembulian atas kelebihan penerimaan daerah
tuhun-tuhun sebclumnyu yang telah ditutup, dapat dilaksanakan
berdasarkan kemampuun keuangan desa .• '.

(11) Dusar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang
dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat,

penanggulangan bencana alam, danlatau bencana sosial
ltrmnsuk pengembalian utas kelebihan penerimaan daerah
tahlln-tahun scbellllnnyn yang telah ditutup, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa dan cliberitahukan kepada BPD paling
lama I ( salu ) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud
dilelapkan.

(12) Pcngeluaran bclanja untuk tanggap darurat sebagaimana
d imaksud pada ayat (II) berdasarkan kebutuhan yang
dillslIlkan dari instansillembaga berkenaan setelah
mempertimbangkan efisiensi clan efektifitas serta menghindari
adanya tumpang tindih pendanuan terhadap kegiatan-kegiatan
yang telah diclanai dari angguran pendapatan dan belanja
daerah provinsi, kabupaten/kota, dan anggaran pendapatan dan
bclunja ncgara.

(13) Pcncrima dana tanggap darurat wajib menyampaikan laporan
pcrtanggungjawaban pcnggunaan dana kepada Kepala Desa.

(14) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak
terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) dan ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

(15) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)
dan pajak lainya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bcrlaku.

Paragruf 4
Pelaksanaan Angguran Pembiayaan APBDesa

Pasal II

(1) Sisa Lcbih Perhilungun Anggaran ( SiLl' A ) tahun sebelumnya,

merupakan pcncrill1aun pembiyuan yang digunakan untuk :



a. mendan'ai kegiatun yang ukan direncakan tahun berjalan;
b. mendanai peluksanaan kegiutan lanjutan atas beban belanja

lungsung; dan
c.mendanai kcwajibun lainya yang sampai dengan akhir tahun

anggaran beillm disclesaikan.

(2) Dana Cadangan:
a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau

disimpan pada kos desa tersediri atas nama dana cadangan
pemerintah desa;

b. clana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan lain diluur yang tclah ditetapkan dalam Peraturan
Dcsa tentang pembentukan Dana Cadangan;

c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa
s~bagail11ana dil11aksud pada huruf b dilaksanakan apabila
clana cadangan teluh mencukupi untuk melaksanakan
kegiatan;

d. untuk pelaksanaan kcgiatun sebugaimana dimaksud. pada
huruf c,dana cadangan dimaksud terlebih dahulu
dipindahbukukan ke rekening kus desu atau dikembalikan ke
kas desa;

e. pCl11indahbllkllan atau pengembalian sebagaimana dimaksud
paela huruf d paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan
yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam tahun anggarun berkenaan sesuai dengan yang
ditctapkan daIam peruturan desa tentang pembentukan dana
cadangan;

f. pemindahbukuan utall pengembalian sebagaimana pada huruf
d dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau
pengembalian oleh Kepala Desa.

g. dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah
selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai,
maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana
cadangan atau kas desa tersendiri dipindahbukukan ke
rekening kas desa atau dikembalikan kekas desa;

h. dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pad a rekening
dana cadangan sebelum digunakan sesuai dengan
peruntllkannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
deposito yang memberikan hasil tetap dan resiko rendah; dan

1. pcnerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan
dan pencmputan dnlam deposito sebagaimana dimaksud pada
hUJ'ufh menambah jumlah dana cadangan.

(3) Pengurangan pcnjualun, dan/utuu pengalihan kekayaan desa
yang dipisahkan clieatat pada rekening hasil penjualan kekayaan
desa yang dipisahkan.



(4) Penyertaan modal awal dan penambahan modal dieatat pada
rekcning pcnyertaan modal desa.

BAB IV

PERUBAHAN APBDESA

Bagian Kesutu
Pelaksunaan Perubahan APBDesa

Pasal 12

(I) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
n, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antar jenis belanja;
b. keadaan darurat; dun
c. keudaan lllar billsa.

(2) Pcrubahan AP13Desu hanyu dapat dilukukan 1 (satu) kali dalam

I (satu ) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Pcrubahan APBDllsa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu
pergeseran antar jl:nis belanja dapat dilakukan dengan eara
merubah peraturan des a tentang APBDesa.

(4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kreteria sebagai
berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas
pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan seeara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
dcsa;dan

d, memiliki dnmpak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darmuL

(5) Oalam keadaan darurat, pcmerintah desa dapat melakukan

pcngeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya dilislIlkun dalam Rancangan Perubahan APBDesa.

(6) Pcndanaan keadaan darllrul yung belum tersedia anggarannya
sebagaimana c1il11uksud pada ayat (5) dapat menggunakan
belanja tidak tcrdllgu.



(7) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan eara:

n. menggunakan duna dari hasil penjadwalan ulang
kegiatandalam tuhun anggaran berjalan; dan/atau

b. mcmnnfaatkan uung kas yang tersedia.

(8) Pclaksannan pcngeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan clnrmat sebagalmana dimaksud pada ayat (6) terlebih
elahulu elitctapkan c1engan Keputusan Kepala Desa.

(9) Kcadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
cl merllpakan keaJaun yang menyebabkan estimasi penerimaan
clanlatall pengclllurun dalam APBDesa mengalami kenaikan
atau penurunan lebih bt:sar dari 50% (lima puluh perseratus).

(10) Persenta~e 50% (lima puluh pcrseratus) sebagaimana dimaksud
paela aynt (l 0) I11crupakan selisih kenaikan atau penurunan
antma pcndapatan dan belanja dalum APBDesa.

(11) Dulam hal kcjadian luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari
50% (lima puluh perseratus), dapat dilakukan penambahan
kegiatan bnru dan/atau peningkatan capaian target kinerja
kegiatnn elalum tahun anggaran berjalan.

(12) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi

~)cnerimaun dalum APBDesa mengalami penurunan lebih dari
50% (lima puluh perseratus), maka dapat dilakukan
pcngurangan capnian target kinerja kegiatan dalam tahun
anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Penyumpaian dan Pcmbahasan Perllbahan APBDesa

Pasal 13

(l) S<.:krctaris Dcsa mcnYlisull Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDcsa.

(2) Sckrctaris desa I1lcnymnpuikun rancungan Peraturan Desa

scbagaimanu dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa
lIntlik mendapat pel':;ctujuan.

(3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk



'.

dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuaI1
bcrsama.

(4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pad a aynt (3) dilukukan setelah APBDesa tahun
berjalan dilaksanukan 6 (enam) bulan.

(5) Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan .BPD
sebagairnuna dimnkllud pnda ayat (3). dile\kukan pl'lling ll'lma 15
(lima bclas) hari kerja tcrhitung sejak Kepala Desa I
menyampuikan Rancungan Peraturan Desa kepada BPD.

Bagian Kctiga
Verit1kasi Perllbahan APBDesa

Pasal 14

(1) Rancangan Perall1l'un Desa tentang perubahan APBDesa yang
teluh disctujui bersuma sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), paling lambat
3 (tiga) hari kelja disampaikan kepada Walikota untuk
di veri fikasi .

..

(2) Hasil verifikasi Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada
Kepala Dcsa.

(3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)
diatas mclampalli batas waktll, Kepala Desa dapat menetapkan
Runcangan Pcratllran Desa tcntang perubahan APBDesa
m(;njadi Pcraturan D(;sa.

(4) Dalam hal Walikota menyatakun husil verifikasi Ranperdes
tcntang pcrubahan APBDesu tidak sesuai dengan kepentingan
11I11UI11 dan peraturan perundang-undangnn yang lebih tinggi,
Kl:pala Desa bcrsuma 13PD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tlljuh) hari kClja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.

(5) Apabila hasil verifikusi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
dan BPD, dan Kepula Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa menjadi Peraturan
Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan

sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan



pcrubahan APBdesa dan tetap berlaku APBDesa tahun
anggaran bcrjalan.

(6) Pcmbatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya
APBDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkun dengan Peraturan Wallkota ..

(7) Paling lama 7 (tujuh) had kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimuksud pada ayat (6). Kepala Desa harus
memberhentikan peluksanaan Peraturan Desa dimaksud.

(8) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), dilakukan dengun Peraturan Desa tentang Pencabutan
Peraturan desa tcntang perubahan APBDesa.

BAB V

PERT ANGC] UNGJ A W Al3AN APBDESA

Bagian Kcsatu
Penctapan Pcrtanggung.jawuban APBDesa

Pastil 15

(I) Sekretaris Desa menyuslln Rancangan Peraturan Desa tentang

Fertanggungjawaban pclaksanaan APBDesa dan rancangan
Kcplitusan Kepula Desa tentang Keterangan
Pcrtanggungjawaban Kepala Desa.

(2) Sl;krctaris Desa menyampaikun rancangan Peraturan Desa
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa serta

rancangan Keplltusun Kepala Desa tentang keterangan

pertanggllngjawaban Kepala Desa untuk memperoleh
pcrsetuj uan.

(3) Apabila Kepala Dcsu setuju atas rancangan Keputusan Kepala
Dcsa tentang ketcrungan pertanggungjawaban Kepala Desa,

maka rancangan Keputllsan Kepala Desa dimaksud ditetapkan

menjadi Kcplltllsan Kepnla Desa.

(4) Kcpala Desa mcnyampaikan rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimakl>ud pada ayat (2) dan Keputusan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD untuk
dibahas dan selanjutnya disetujui.



(5) Penyampaian rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala
Dcsa sebagail11ana dimaksud pada ayat (4) , dilakukan 1 (satu)
bulan setclah tuhun anggaran berakhir.

(6) Persetujuan oleh 13PD sebuguil11una dimaksud pada ayat (4),
dilakllkan paling singkut I (satl!) bulan terhitung sejak Kepala
Desa l11enyampaikan rancangan Peraturan -Desa dan Keputusan
Kepala Desa keradu I3PD.

(7) Berdasarkan pcrsetl!juun I3PD scbagaimana dimaksud pada
ayat (6), Kepala Desu menelupkan rancangan Peraturan Desa

lentang .perlanggllng,jawaban peluksanaan APBDesa menjadi
Pcraturan Dcsa.

Bugian Kccluu
Penyampaian laporLIn pertanggungjawaban

pclaksanaan APBDesa

Pasal 16

() Kepala Desu I11cnyumpaikan Pt:ratllran Desa tentang
Pcrtunggungjawaban Pelak~anaan API3Desa dan Keputusan
Kepula Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Desa sebagail11ana dimakslld dulam Pasal 15 ayat (3) dan ayat
(7) kcpacla Walikota melailli Camat.

(2) Penyumpaian Peraturan Dcsu dan KcpLllLlsan Kepa1a Desa
scbagaimana climaksud pacla ayat (I) clilakllkan paling lama 7
(tujuh) hari kelja sctelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB VlI

PEM13INAAN DAN PENGA W AS AN

Pasal 17

Pemcrintah Kota dan Cumat wajib membina dan mengawasl
pelaksanaan pengelolaan kClIangan desa.

Pasa] 18

Pembinaan clan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana
dimaksud da!am Pasa! 17 meliputi:



a. ml.:mb~rikan pcdomun dun bimbingan pelaksanaan APBDesa;
b. l11cmbeJ'iknn himbingun dan pelatihan serta penyelenggaraan

keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan
APBDes,l, pel,lksanaan dan pt:J'tanggun&juwaban APBDesa;

c. l11~mbina dan l11~ngawasj pcngeloluan keuangan desa dan
pelldayagllnaan asd desa; dun •

d. memberikan pl.:domiln dan bimbingan pelaksanaan administrasi
keuangan c1esa.

Pembinaan dan 1\~llg,lwasan Canwt sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 melipllti :

a. l11~mt~ls'ililasi administrasi k~lIangan desa;
b. ml.:mfasililusi pl'ngl.:loluiln keuangan desa dan pendayagunaan

asct desu:

c. l1lel1lfasilitasi PClllksul1aan API3Desa;dan
d. l1lemfasilitasi IxnYl.:lenggaraan keuangan desa yang mencakup

pcrencanaan, d,lIl penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pcrtanggungjawahall APBDesa.

13/\13 IX

KETENTlJAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pedonwn J>cnyusllnan Perllbahan Perhitungan dan Pertanggung
Jawahan !\nggar,1I1 Pcnclapatan dan Bclanja Desa, dilengkapi
dcngan form,l! administrasi keuangan c1esa. sebagaimana tercantum

c1alall1 lalllpil'<ln Pcraluran Walikota ini dun merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraluran Walikota ini.



nAB x

KLT[NllJAN PENUTUP

Pasal 21

PeralLlnln Wnlikota ini l11ulni berlnku puJa tanagal diundangkan.
Agar sdiap orang I11cngclahuinya, Illcillcrinlahkan pengundangan
Pcraluran Walikota ini ucngall pcncmpatannya dalam Berita
Daerah Kola Denpasm.

Dill:lapkan di Denpasar
pada langglll 19 Pebruari 20 10

I RAVDHA.//'

Diundangkan di Denpasar

pada tanggaI ] 9 Pebruari 2007

SEKRETARIS ~l!r DENPi\Si\R,
RA I ISW!\ R!\

BERITA DAERAI-I KOTA J)[NJ>ASAR TAIIUN 2010 NOMOR 9



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA OENPASAR
TANGGAL : 19 Pebruari 2010
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN PERTANG

GUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa

Oesa Kecamatan
Tahun Anggaran .

Kode UraianTahunTahunKeterangan
Rekenin~

sebelumnyaBerialan
1

2345
1 PENDAPATAN 1.1

Pendaptan Asli Desa
1.1.1.

Hasil Usaha Oesa
1.1.1.1 1.1.2

Hasil pengelolaan kekayaan Desa
1.1.2.1

Hasil pen~elolaan Tdnah Kas Oesa
1.1.2.2

Hasil penqelolaan Kebun Oesa
1.1.2.3

Pasar Desa
1.1.2.4

Pasar hewan
1.1.2.5

Tamabatn perahu
1.1.2.6

Ban~una Oesa
1.1.2.7

Pelelanqan Ikan vanq dikelola desa
1.1.2.8

Lain-!ain kekavaan milik desa
1.1.2.9

dst ......
1.1.3

Hasil Swadaya dan partisipasi
1.1.3.1

Bantuan van~ diteriuma pihak keti~a
1.1.3.2

dst ......
1.1.4

Hasil Gotong Royong
1.1.4.1 .

... ..
1.1.5 Lain Pendapatan asli Desa

Yang sah1.1.5.1
Pendapatan atas pelavanan .....

1.2
Bagi Hasil Pajak

1.2.1
Baqi hasil pajak Kabupaten/kota

1.2.2
Bagi hasil PBB

1.2.3
dst ......

1.3.
Bagi hasil rertibusi

1.3.1
Ba~i hasil reribusi kabupaten/kota

1.4
Bagian Dana Perimbangan

Keunaqan Pusat dan Daerah1.4.1
Alokasi Dana Oesa

1.4.2
dst ......



1.5Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi ,Kabupaten/Kotadan DesaLainnya1.5.1

Bantuan keuanqan pemerintah
1.5.1.1

Bantuan keuanqan Pusat
1.5.1.2

dst.. .... '.

1.5.2
Bantuan Keuanqan Pemerintah Provinsi

1.5.2.1.
Bantuan keuanqan kota denpasar

1.5.2.1.
dst. .....

1.5.3
Bantuan Keuanqan Pemerintah Kota

1.5.3.1
Penqhasilan tetap Kepala desa dan

Peranqkat Desa1.5.3.2
dst ......

1.6
Hibah

1.6.1
Hibah dari pemerintah

1.6.2
Hibah dari pemerintah provinsi

1.6.3
Hibah dari pemerintah kota

1.6.4
Hibah dari lembaqa swasta

1.6.5
Hibah dari klompol<.peroranqan/

masyarakat1.7
Sumbagan Pihak ketiga

1.7.1
Sumbanqan dari ...............

JUMLAH PENDAPATAN2.
BELANJA

2.1.
BELANJA LANGSUNG

2.1.1
Belanja Pegawai

2.1.1.1
Honor panitia penqadaan baranq jasa

2.1.1.2
Honor Panitia dalam keqiatan

2.1.1.3
Honor instruktur dalam kegiatan pelatihan

2.1.1.3
Honor Petuqas yang ada dalam _kefli.ntan

2.1.1.4
Honor para peserta dalam keqiatan

2.1.1.5
dst. .....

2.1.2
Belanja Barang Jasa

2.1.2.1
Belania ATK

2.1.2.2
Belanja pemeliharaan

2.1.2.3
Belania Bahan material

2.1.2.4
Belanja Makan minum

2.1.2.5
Belania cetak

2.1.2.6
Belania fotokopi

2.1.2.7
Belanja Listrik,

2.1.2.8
Belania telepon

2.1.2.9
Belania Air

2.1.2.10
Belania Surat kabar

2.1.2.11
Belanja aci-aci/upakara



2.1.2.12 Belanja perjalanan dinas
2.1.2.13

dst ......
2.1.3

Belanja modal
2,1.3.1

Belania penqadaan tanah
2.1.3.2

Belania PenQadaan JarinQan
2.1.3.3

Belania penQadaan banQunan/gedung '.

2.1,3.4
Belanja pengadaan Komputer

2.1,3,5

Belania penQadaan AC
2.1.3.6

Belania penQadaan Mebeluir
2,1,3.7

dst ......
2.2

Belanja Tidak langsung
2.2.1

Belanja peqawai penqhasilan tetap
2,2.1.1

Nafkah ........ "
2.2.1.2

dst ...... .,
2.2.2

Belanja subsidi
2.2.3

Belanja hibah
2.2.4

Belanja bantuan sosial
2.2.5

Belanja bantuan Keuangan
2.2.6

Belanja tak terduga
2.2.6.1

Belanja keadaan darurat
2,2,6,2

Belania bencana alam
JUMLAH BELANJA3

PEMBIAYAAN
3.1

Penerimaan pembiavaan
3.1.1

Sisa lebih perhitunQan anQQaran
I SiLPA) tahun sebelumnya3.1.2

Hasil kekavaan penjualan kekayaan desa
3.1.3

Penerimaan pinjaman
3.2.

Penqeluaran pembiayaan
3.2.1

Pembentukan dana cadangan
3.2.2

Penyertaan Modal Oesa
3.2.3

Pembayaran utanQ
JUMLAH PEMBIAYAAN

t

RAI ~HA~.~AWIJAYA
;/



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL: 19 PEBRUARI 2010
NOMOR 9TAHUN 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGA~AN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BUKU KAS UMUM
DE SA " ." " .
KECAMATAN ,.,

TAHUN ANGGARAN .
NO. TGLKODE REKENINGURAIANPenerimaanPenqeluaran

1
2 3 456

•

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai bulan laluJumlah semua sampai dengan bulan ii'll

Sisa

Pada hari ini buku kas umu ditutup dengan sisa Rp .
( dengan hurt )
Terdiri dari :

a. Uang tunai Rp

b. Saldo Bank Rp
c. Kertas berharga Rp.

Mengetahui :
Kepala Desa .

Denpasar
Bendahara Desa .



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL 19 PEBRUARI 2009
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNG

JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BUKU KAS PEMBANTU
PERINe IAN OBYEK PENERIMAAN
DESA
KECAMATAN
TAHUN I'.NGGARAN

NO NO BKU TanggalNomorSTSJumlah
Peneriman

setorBukti penerimaan( Rp )
Lainnya1

2 34 5

- Jumlah bulan ini

Jumlah sampai bulan laluJumlah semua sampai dengan bulan iniSisa

Pada hari ini buku kas umu ditutup dengan sisa Rp.
( dengan hurt )
Terdiri dari •
a. Uang tunai
b. Saldo Bank

c. Kertas berharga

Mengetahui :
Kepala Desa .

Rp
Rp
Rp.

Denpasar
Bendahara Desa .

. -
SAR,



LAMPIRAN !\PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL: 19 PEBRUARI 2010
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN PERTANG

GUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO NO BKUTanggalNomorSTSJumlah
Penerimaan

setoi'Bukti penerimaan(Rp)
Lainnva1

2 34 5

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai bulan laluJumlah semua sampai dengan bulan iniSisa

Pad a hari ini buku kas umu ditutup dengan sisa Rp .
( dengan huruf )
Terdiri dari :
a. Uang tunai
b. Saldo Bank

c. Kertas berharga

Mengetahui :
Kepala Desa .

Rp
Rp

Rp.

Denpasar
Bendahara Desa .

-. -.
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